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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.
Salam Sejahtera,

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas
terbitnya buku yang berjudul “Sinergi, Pembiayaan, Peran
Masyarakat, dan Daya Saing dalam Penguatan Konektivitas
Nasional” yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan
Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman
empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat
menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan
kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menguatkan
program konektivitas nasional dan menopang perekonomian
Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya
berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan
namun juga berdasarkan review berbagai kajian terkait serta
analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 4 (empat) bagian tulisan yang
memiliki  keterkaitan yang baik untuk memperkaya
pembahasan mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia
dari berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada
masing-masing penulis yang terdiri dari Achmad Sani Alhusain,
Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, dan Lisnawati untuk

tulisannya yang beragam warna mengenai kebijakan



pembangunan, pembiayaan infrastruktur, peran masyarakat
dan daya saing khususnya yang terkait dengan penguatan
konektivitas nasional di Indonesia, baik itu dukungan
pemerintahan, sektor swasta maupun masyarakat.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti
dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy,
MADE, Ph. D ., APU yang telah meluangkan waktu dan
pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit
disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam
penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan
saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya
namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi



PROLOG

Secara nasional, pembangunan daerah di tahun 2015 masih
dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya
kesenjangan antarwilayah, yaitu antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Balj,
antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat
pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan
dengan wilayah perdesaan. Kesenjangan yang dimaksud terutama
kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial-

ekonomi (social economic welfare).

Akibat dari adanya kesenjangan perkembangan ekonomi dan
kesejahteraan sosial ekonomi antar daerah dan wilayah tersebut
menyebabkan meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan
masyarakat. Walaupun masalah ketimpangan ini bukan hanya
monopoli Indonesia, tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia
relative yang tertinggi seperti halnya Tiongkok, dan India (baca ADB,
2012; Thomas, 2013).

Bahkan studi Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia menguntungkan warga terkaya 20
persen, tetapi 80 persen populasi tertinggal di belakang.
Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai
77 persen kekayaan nasional. Bahkan, satu persen orang terkaya di
Indonesia menguasai separuh lebih atau tepatnya 50.3 persen dari

kekayaaan di negeri ini (Kompas, 11 Desember 2015).

Keadaan ini berbanding terbalik dengan negara tetangga,

seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang berhasil



menurunkan atau mestabilkan koefisien Gini di negaranya. Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak

berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Selain masalah ketimpangan, masalah yang juga perlu
mendapat perhatian yakni masalah kemiskinan, pengangguran dan
belum optimalnya pembangunan di daerah-daerah tertinggal,
perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan di satu sisi, serta
masih lebih besarnya akumulasi investasi di wilayah-wilayah Jawa-
Bali dan sebagian Sumatera di sisi lain. Masalah-masalah ini
menunjukkan masih besarnya tantangan Indonesia dalam mencapai

pembangunan yang berkelanjutan.

Timbulnya masalah tersebut di atas antara lain disebabkan
pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial
budaya yang dimiliki belum optimal dilakukan. Selain itu juga
disebabkan upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang
dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya
dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum mampu
dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, upaya-upaya
penguatan terhadap sinkronisasi dan sinergi antarsektor,
antarpelaku, dan antara pusat dan daerah merupakan pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan agar sasaran pengurangan

kesenjangan antarwilayah tersebut dapat dicapai.

Salah satu upaya yang mutlak perlu mendapat perhatian
menyikapi masalah-masalah tersebut yakni melalui pembangunan
konektivitas nasional. Dalam pembangunan konektivitas nasional

dimaksud berbagai aspek atau faktor mutlak perlu mendapat



perhatian. Diantara berbagai faktor tersebut, paling tidak empat
faktor yang terdiri dari faktor sinergitas, pembiayaan, peran
masyarakat dan daya saing tidak dapat diabaikan.

Buku ini ditujukan untuk membahas dan mendiskusikan ke
empat faktor di atas. Disamping itu buku ini juga mendiskusikan
hambatan dan permasalahan yang timbul dalam perkembangan
pembangunan masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di
masa yang akan datang. Secara sistimatis ke empat faktor tersebut

ditulis sebagai berikut.

Bagian pertama mengungkap tentang sinergi pembangunan
pusat dan daerah menuju konektivitas nasional. Dalam bagian ini
dibahas antara lain konsep pembangunan dan konektivitas,
kebijakan pembangunan konektivitas nasional dan sinergi
pembangunan dengan segala hambatan dan tantangannya. Kemudian
di bagian kedua didiskusikan mengenai kebijakan pembiayaan
pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional. Isu strategis
yang dibahas dalam bagian ini antara lain menyangkut kebijakan
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, alternatif dan skema
pembiayaan, serta potensi dan kendala yang dihadapi dalam
pembiayaan infrastruktur. Bagian ini juga mengemukakan hasil studi
lapangan terkait pembangunan dan pembiayaan infrastruktur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, bagian ketiga buku ini membahas mengenai
peran masyarakat dalam mendukung konektivitas nasional. Dalam
bagian ini dibahas tidak saja peran masyarakat secara umum, namun
juga diungkapkan catatan lapangan menyangkut peran masyarakat

dalam mendukung konektivitas khususnya di Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung. Bagian ke empat diberikan pembahasan dan
diskusi menyangkut bagaimana pembangunan konektivitas nasional
dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Akhirnya,
untuk merangkum analisis dan pembahasan dari seluruh bagian
tersebut diberikan epilog dari buku ini.

Apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat kepada Tim Penulis
Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI atas terbitnya buku ini. Buku ini diyakini dapat
memberikan inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil
kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat
memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin
mendalami pengetahuan tentang kebijakan pembangunan dalam
upaya penguatan konektivitas nasional.

Selamat Membaca.

Editor.
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EPILOG

Konektivitas nasional merupakan salah satu sasaran
pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan pembangunan
yang dituangkan dalam dokumen pembangunan jangka panjang
2005-2025 yang ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang
RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional. Sasaran tersebut kemudian dirinci lagi dengan adanya
dokumen perencanaan pendukung yaitu Dokumen MP3EI.

Selain Undang-undang di atas, ketetapan lain yang terkait
dengan sasaran tersebut yakni Perpres No.2 Tahun 2005 tentang
RPJMN 2015-2019. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa
pembangunan difokuskan untuk mewujudkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Oleh
karena itu, peran dan fungsi pembangunan konektivitas nasional
diperuntukkan sebagai upaya pencapaian perekonomian yang
berdaya saing dan kompetitif. Upaya ini menjadi penting karena
selama ini yang menjadikan perekonomian tidak kompetitif dan
kurang berdaya saing salah satunya disebabkan belum optimalnya
konektivitas nasional.

Sebagai langkah  konkrit untuk mengoperasionalkan
pembangunan konektivitas nasional, peningkatan belanja

infrastruktur ditingkatkan dalam APBN. Perhatian terhadap
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pentingnya konektivitas ini juga ditetapkan dalam dokumen
perencanaan pemerintah daerah. Dengan demikian, isu strategis
konektivitas menjadi komitmen tidak saja bagi pemrintah pusat,
melainkan juga daerah.

Dalam pelaksanaan pengembangan konektivitas nasional
masih dijumpai berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut
terjadi tidak saja pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam tahap
pelaksanaannya. = Masalah-masalah  dimaksud antara lain
menyangkut perizinan investasi dan berbagai masalah klasik seperti
pendanaan, penegakkan aturan dan dan faktor lingkungan fisik.
Untuk emerintah daerah, permasalahannya adalah Kketerbatasan
potensi sumber daya terutama keterbatasan anggaran. Persoalan lain
yang dihadapi adalah persoalan pembebasan lahan serta peruntukan
lahan disamping masalah tumpang tindihnya kewenangan terkait
dengan regulasi. Dengan demikian sinergitas menjadi mutlak untuk
diperhatikan dalam mencapai tujuan pengembangan konektivitas
nasional.

Dalam konteks pembangunan dan pembiayaan infrastruktur
perlu difokuskan dan disinergikan untuk memperkuat konektivitas
antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi
dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta
mempercepat distribusi produk. Pembangunan infrastruktur daerah
harus bersinergi dengan program prioritas nasional.

Dalam pembangunan konektivitas nasional, pembiayaan
pembangunan infrastruktur tidak harus dipenuhi oleh pemerintah
pusat melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD, tetapi
juga diperlukan keterlibatan BUMN, BUMD dan sektor swasta
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lainnya. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan
tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah maupun BUMN, BUMD dan swasta yang memerlukan
kesepahaman dan kerjasama termasuk dukungan masyarakat.

Pola kemitraan pemerintah dan swasta sangat terbuka pada
dua periode kepemimpinan terakhir. Selain mengupayakan ruang
pembiayaan dalam APBN/D yang cukup bagi pembangunan
infrastruktur melalui perbaikan fiskal, efisiensi belanja dan
optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah juga dituntut untuk
handal dalam membuka ruang investasi dimana pihak perbankan
baik nasional dan internasionnal dapat berpartisipasi dengan tidak
melupakan perbankan lokal untuk tumbuh dan berkembang.

Alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui
kemitraan pemerintah dan swasta dapat dibagi menjadi tiga
alternatif berdasarkan kelayakan proyek yaitu proyek yang layak
secara ekonomi dan finansial, proyek layak secara ekonomi namun
dengan finansial marjinal, dan terakhir proyek yang memiliki
kelayakan proyek secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial.

Pembangunan konektivitas sangat dibutuhkan dalam
pengembangan suatu wilayah untuk mengoptimalkan pemanfaatan
potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan daya saing
kawasan dan produk unggulan daerah. Melalui pembangunan
konektivitas dapat diciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya, sehingga pada
akhirnya akan memiliki daya saing nasional dan global.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan
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yang lebih luas. Pembangunan konektivitas nasional membutuhkan 3
komponen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya yaitu:
konektivitas fisik (physical connectivity), kedua, konektivitas
kelembagaan (institutional connectivity), dan konektivitas sosial
budaya (people-to-people connectivity). Ketiga komponen tersebut
menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya. Begitu juga dengan
masyarakat sebagai aset pelaku pembangunan, peran aktifnya
sangatlah dibutuhkan sehingga program pemberdayaan kapasitas
yang termasuk dalam komponen konektivitas kelembagaan dapat
dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur adalah cara yang paling tepat
untuk meningkatkan daya saing nasional. Lewat infrastruktur yang
terintegrasi dan berkualitas baik, seluruh wilayah akan terkoneksi
sehingga memudahkan terjadinya pergerakan barang, jasa dan
manusia. Dalam konteks ekonomi, atau lebih khususnya bisnis,
pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak penghematan
biaya transportasi dan logistik.

Dengan transportasi dan logistik yang lebih murah, maka
ongkos produksi barang dan jasa juga lebih murah, sehingga mampu
bersaing dalam perdagangan internasional. Peningkatan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui
pembangunan infrastruktur merupakan program keenam dalam
Nawa Cita yang harus diimplementasikan dalam periode kerja
pemerintah sampai lima tahun ke depan.

Selanjutnya, Blue Print Pengembangan Sistem Logistik
Nasional (Sislognas) harus dilaksanakan secara konsisten meskipun

dengan  berbagai  permasalahannya.  Terkait = pembiayaan
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infrastruktur yang besar dapat diatasi dengan adanya bank
infrastruktur dan alternatif pembiayaan lainnya termasuk kemitraan
pemerintah dan swasta. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam
menjalin kemitraan terutama dengan swasta asing. Kemitraan yang
dibangun harus tetap berpegang pada nasionalisme dan keutuhan
negara, menjaga nilai-nilai keadilan dan pemerataan serta sebesar-
besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian,
tak ada alasan pembangunan infrastruktur yang mendukung
konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan

daya saing sesuai amanah Nawacita tidak bisa direalisasikan.

Jakarta, Oktober 2016
Editor
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